KEPALA DESA

PERATURAN DESA PESAYANGAN
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PESAYANGAN

Menimbang : a. bpahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewsnangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan
Kabupaten.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menctapkan Peraturan Desa Pesayangan tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-dacrah Kabupaten delam lingkungan Propensi JawaTlimur
(Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ¢ dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41)sebagaimana telah aiubah dengan Undang-undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19635
Nomorl9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas den Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38351);

3. Undang-UrdangNomor 25 Tahun 700 tentang Program
Pemmbangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206,
TambahanLembaran Negare Nomor 3952);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahuvn 2004 tentang Sistem Perencanaan
Percbangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik
Indonesia Tanun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lem:baran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Talhun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan
Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia TahunNomor 2989);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tabun 2005 tentang Pedoman
Pembinanan dan Pengawanson Penyelenggarnnn Pemerintahan Dnernh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1065,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459.3),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2068 tentang Tahapan,
Tatucera Penyusunan, Pengendnlinn dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negarn
Repullik Indonesin Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor O Tahun 2014 tentang Pesn
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesin Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dan Anggaran Peadapitan Dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintall Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua. atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapstan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, ‘Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahurn 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Pendirian, Pengurusan Dan Pengclolaan, Dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Noror 296);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang

Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037); ,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82
tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

Peraturan Menteri Dalain Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomcr 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Fengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 53);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daecrah tertinggal, dan

Trensmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
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Pembangunan Kawasan erdesaan (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3.39);

23. Peratoran Menteri Dalain Negeri Nomor 44 Tahun 2016 fentang
Kewenangan Desa (Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 201¢€
Nomaor 1037);

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Norror 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor | Tahun 2017 tentang
Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
No.nor 155);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Stadar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik [ndonesia
Tahurn 2017 Nomor 150);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturzn Menteri Dalam Negeri Nemor 112 Tahun
2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Kevangan Dcsa (Berita Negara Republik Indonesia
Tabun 2018 Nomor 611);

26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik 'ndonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

30. Peraturar: Menteri Desa, Pembangunz:. Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2006 tcntang
Badarn Perimusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2007 Nomor 05);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten
Tegal Tahun 2007 Nomor 13);

34, Peraturan Daerali Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal
Tahun 2011 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2013 - 2033 (Lembaran
Daerah Tahun 2013 Nomor 11);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat
Desa \Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 1);

37. Peraturan Dacrah Kabupaten Tege! Nomor 3 Tahurn 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Merengah Daerah Tahun 2019-
2024;

38. Peraturan Dacrah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Badan Usaha Milhk Desa;

39, Peraturan PBupati Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Dalftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asat-usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;

40. Fereturen Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Peluksanaan Peraturan Dacrali Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun
2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten
‘Tegal Tahun 2007 Nomor 77 Seri E N0.42, Tambahan Berita Daerah
Kaupaten Tegal Nomor 20) sebagaimana *elah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 tahun 2016
Tentang Perubahan ketiga alas Peraturan Bupati Tegal Nomor 77
Tahurt 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
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Nomor 9 Tahun 2007 Tentnng Sumnber Pendapatan Desa (Berita
Daerah Knbupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No 6)

41. Pernturan Bupati Tegal No.75 Tahun 2016 Tentang susunan
organisasi dan tala kerjn pemerintah desa);

42. Paraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tabun 2017 tentang Pengelolaan
Asci Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23).

43, Pernturan  Desa Pesayangan,. Nomor 05 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
dan

44, !‘mmumn Desa Pesayangan Nomor 02 Tahun 2019 lentang
Kewcenangan Desa berednsarkan hak asal usul dan kewenangan lokal
berskaln desa.

Dengan Kescpakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESAYANGAN
dan
KEPALA DESA PESAYANGAN

MEMUTUGKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH IDl‘-'SA
TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yeng dimaksud :
1. Desa adalah Desa Pesayangan
2. Pemerintahan Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat daiam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemeriniah Desa Pesayangan

4., Badan Permusyawaratan Desa adalahi yang selanjutnya disebut
BFD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Daeran adalah Kabupaten Tegal.

Pemerintahan Daerah adalah Peracrintah Daerah dan Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bupati adalah Bupati Tegal.

0. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat

Daesrah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan discpakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan
bareng yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban: Desa.

13 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan

asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

14. Pembangunran Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa.
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Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ckonomi,

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dun kescjinhternan masyarakat dengan
meningkatkan pengetnhuan, sikap, ketermmpilan,  perilaku,
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya
melalui penetapan  kebijakan, program, kegiatan, dan
perdampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusvawaratan Desa, Pemenntah
Desa, dan unsur inasyarzkat yang diselenggarakan oleh Badan
Fermusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang hersifat
strategis.

Musyawaiah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya
disingkat Musrenbang Desa ada’ah forum musyawarah tahunan
yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku
kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk
mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak
hasil musyawarah).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja
Pernerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya
disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah
foram musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk
mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta
menvepakati kegiatun lintas Desa di wilayah Kecamatar. tersebut,
sebagai dasar penyusunan Rencana Keija Satuan Kegja
Perangkat Daerah Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang seianjutnya
dismngkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan
misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan pembengunan Desa, pembinaan kemasyvarakatan,
pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan
Desa.

Rencana Keria Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP
Desa merupakan peajabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waxtu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan
Pewnerintahan Desa, pelaksanaan @»:mbangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan
situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia,
sumber daya alam, manpun sumber davs lainnya, serta dengan
mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan
terhadap anak, pemberdayaan kelaarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disahilitas dan marginal, pelestarian
Lngkungan hidup, pendayagunaaa teknologi tepat guna dan
sumber daya lokal, pengarusitamaan perdamaian, serta kearifan

lokal.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan

Pernerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh
Peraerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang

ditetapxan dengan Peraturan Desa.
Dana Desa adalsh dana yang bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota ~ dan  digunakan  untuk  membiayai
penyelenggaraan pemcrintahan, pelaksanaan pembangunan,
perabinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
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(1)

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus. '
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter
desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya
alun, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan
sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang
dihadap: di desa. ,

Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang
diinginkan.

Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus
dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan

efisien,

BABII
SISTEMATIKA PENYUSUNAN rRKP Desa
Pasal 2
RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN

i.l. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat
1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
1.5. Sistematika

BABII : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
2.1. Visi-- Misi Kepala Desa
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
2.4, Gambaran Umum Ekonomi
2,5, Gambaran Umum Insfrastruktur

BABIII : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada
RKP Desa Tahun sebelumnya

3.2, Identifikasi masalah berdasarkan RPJM
Desa.

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa
Keadaan Darurat antara lain: bencana
aiam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau
kerusahan sosial yang berkepanjangan

3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas
Kebijakan Pembangunan Daerah

BABIV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran
2021

4.2. Berdasarkan Kewenzarngan Hak asal usul:

4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan
Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
2021

4.5. Kebijakan Keuangan Desa

BABV : PENUTUP

LAMPIRAN
1. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen
Musyawarah Desa
2, Keputusan Xepala Desa tentang Tim
Penyusun RKP Desa
3. Keputusan Kepala Desa tentang Tim
Verifikasi
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4, Daftar Rencana Program dan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten yang masuk ke
Desa

5. Daftar Hasil Pencermatan Pagu Indikatif
Desa

6.  Matrik Rancangan RKP Desa Tahun 20621

7. Matnk Daftar Usulan RKP Desa Tahun
2021

8. Cambar Rencana Prasarana

9. Rencana Anggaran Biaya

10. Pemcriksaan Dokumen Proposal dan RAB

11. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen
Penyusunan Rancargan RKP Desa Tahun
2021

12. Berita Acara, Daftar Hadir, dan Notulen
Hes=il Musrenbangdes RKP Desa Tahun
2021

13. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)tentang  Kesepakatan  Rancangan
Perdes entang RKP Desa

14. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi
Desa

15. Peta Desa

16. Dokumentasi Foto Kegiatan

(2) Penjabaran sistemnatika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi

Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat
dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun Anggaran 2022

dengan rincian sebagai berikut:
1. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Rp. 610.613.335,00
Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 845.611.640,00
c. Bidang Pecmbinaan Rp. 44.580.000.00
Kemasyarakatan
d. Bidang Pemberdayaan Rp. 155.000.000,00
Masyarakat
e. Bidang tak terduga Rp. 186.705.360,00
Jumlah Belanja Rp. 1.842.510.335,00
Pasal 5

Pelaksanaan pembengunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh
pelaksans kegiatan pembangunaa dengan menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanazr Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum
Musyawarah Desa.
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Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal : o

a. terjadi peristiwa khusus, seperti hencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau

b terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Pasal 7
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas
dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan
selanjutnyva ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB 11
KETENTUAN FENUTUP

Pasal 8
(1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran
pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2021.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, scpanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala

Desa.

; Fasal 9
Peraturar: Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan : Desa Pesayangan
Pada tanggat====3Q September 2021
b A'NESA PESAYANGAN

/@mgggan di Desa Fesayvangan
Padatanggal : 30 September 2021
£*SEKRETARIS DESA PESAYANGAN

RN . "—':r“‘T"’;
D fal ..\'}_41
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